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PENUTUP

1._Kesimpulan

a)

b)

Tindakan uji coba nuklir yang dilakukan olch India dan Pakistan pada bulan Mei
1998 adalah bukan merupakan tindakan pelanggaran terhadap perjanjian
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty 1996 (CTBT) scbagaimana didalilkan
dalam Rcsolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/RES/1172
tanggal 6 Juni 1998, olch karena India dan Pakistan merupakan Non-contracting
Party terhadap perjanjian terscbut, yang membawa konsekuensi yuridis bahwa
India-Pakistan iidak ternkal untuk melaksanakan kewagiban atas perjanjian
terschut, serta tidak menerima hak-hak fang lahir daripadanya. Sehingga
berdasarkan CTBT, tindakan India-Pakistan itu tidak bisa discbut sebagai suatu
bentuk pelanggaran Conventional Krga Omnes Obligations, yang berakibat tidak
dapat dituntuinya swatu tanggung jawab internasional (International

Responsibility) dari kedua negara.

Aktivitas India dan Pakistan dalam memperbesar kapabilitas militernya dengan

uji coba sonjata ruklir bagaimanapun juga tidak scjalan dengan cita-cita
masyarakat internasional untuk mcwujudkan kawasan bebas scnjata nuklir
melaln: upaya-upaya perlucutan scnjata (disarmamcnt) yang antara lainnya
dituangkan dalam bentuk perjanjian CTBT, schingga atas tindakannya tersebut

India dan Pakistan berkewajiban untuk memberikan  suatu  bentuk
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pertanggungjawaban. Tanggung jawab India dan Pakistan ini dapat dituntut
dengan mendasarkan bahwa India dan Pakistan telah melakukan pelanggaran
terhadap Customary Frga Omnes Obligations yang berkenaan dengan kerikatan
India dan Pakistan terhadap Dcklarasi Stockhol tahun 1972, UNCLOS 1982
serta World Charter for Natarc. Ipaya penuntutan tanggung jawab semacam ini
hingga sckarang hanva didasarkan pada peratwran yang berupa Drali
(rancanpan) Articles tentang tangpung jawab negara yang diusulkan olch
Inicmational  §.aw  Commission, olch  karcnanya masth  banvak  terdapal
kekurangan pengaturan upaya penuntuian tanggung, jawab negara yang berkaitan
dengan pemberian gandi kerugian atas suaty Inlernationally Wrongful Act yang
dilakukan oleh suatu ncgara.

2. Saran

a) Indiz dan Pakistan scbagai anggota masyarakal inleinasionad scharusnys lebih
bisu mougehang din uniuk Udsh acldhahan hebipdaan asionaloyva yang
berpotensi  besar merugak linphunpze din berfentangan dengan cita-cita
masyarakat inlemasional untuk mewujudkan kawasan bebas senjata nuklir
(nuclear free zonc) demi tercapainys perdamaian internasional melalui upaya
perfucutan scnjata. Dalarm hal ini hendaknya Indin dan Pakistan mampu
menyclesaian  permasalah  (konflik)  antara kedua  negara dengan
mempertunbangkan  kardah-kaidah  tukum  Intemasionad yang diakai
kcberadaannya oich  bangsa-bangsa beradab, tanpa mclibatkan  penpgunaan
ahiuai scrjata nuklic vang moerupaka jenis senjata ponbanuh massal  dan
berpotenst mennubulhan Keiusahat fuwr biass, vy kenunishinase besar justru

memperbuiuk koudlik yaig ada.
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b) Masalah tanggung jawab negara berkenaan dengan adanya Internationally
Wrongful act dan pemberian ganti kerugian oleh negara mcmpz;kan masalah
esensiil yang perlu diperhitungkan keberadaanya dalam Flukum Internasional,
serta diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih memadai (pasti) dan lebih
membenkan jaminan bagi terlaksananya tanggung jawab ncgara, yang tidak

hanya berupa Dralt Articles semata.



